BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi driver online terjadi ketika adanya
orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen. driver online
melakukan kewajibannya dengan melaksanakan orderan yang
diinginkan oleh konsumen dan hak driver online yaitu mendapatkan
upah dari hasil pekerjaannya tersebut. Atas kejadian tersebut
mengakibatkan kerugian kepada driver online, maka driver online
berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti kerugian
tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online timbul
karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha
sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999. Beberapa konsumen yang di
wawancara hanya mengeluhkan soal sikap ketidak sopanan dan
kelalaian driver, Tanggungjawab hukum para penyedia transportasi
online terhadap kerugian yang dialami konsumen di antaranya
mendapatkan ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang
atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya,
ganti rugi tersebut ditanggung oleh pengusaha angkutan kepada

pengguna.
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3. Pengaturan jasa transportasi online Grab di kota Padang, tidak ada
undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang keberadaan
transportasi online. Maka dari itu pemerintah harus secepatnya
mengeluarkan peraturan tentang transportasi online ini. Agar tidak
ada lagi perdebatan yang terjadi dikalangan masyarakat.

B. Saran
Sesuai dari kesimpulan di atas, dikemukakan saran-saran yang
menurut peneliti masih perlu adanya perbaikan dan masukan untuk
kedepannya:

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh driver online agar
mereka mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah
perlunya membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan,
dengan begitu driver online dapat menjalankan pekerjaan lebih baik
tanpa adanya ke khawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat
serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan
kesejahteraan bagi para mitra.

2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi online hendaknya
melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
tata cara pemakaian aplikasi online serta hak dan kewajiban driver
dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian.

3. Kepada transportasi konvensional hendaknya dapat menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman agar mempermudah transportasi

konvensional untuk bersaing dengan transportasi online.
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Kepada pemerintah dan menteri perhubungan sebaiknya
mengeluarkan peraturan tentang transportasi online, agar pihak
penyedia layanan transportasi online bisa menyesuaikan diri dengan
peraturan yang ada, karena masyarakat sangat terbantu dengan

adanya ojek online tersebut.
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